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PF;TEf,APAX STAIIIS SEEOI.AE IIEGERI PADA
SEEOI,AE UEtrtEItGAE PERTAilA 55 EOTA BIEKASI

WAI,I KOTA BEKASI,

: a. bahwa dalam rangka Akselerasi penuntasan Wajib
Belajar sembilan tahun melalui strategi perluasan
akses, dipandang perlu meningkatt<an daya
tampung dengan penetapan status Sekolah Negeri
pada Sekolah Menengah pertama 55 Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, ma.ka penetapan status
Sek>lah Negeri pada Sekolah Menengah pertama
55 Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan
Wali Kota.

: l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II B€kasi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor lll, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Uegari
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 7g,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia
Nomor 43Ol);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenr.ng
Pemerintahan Da rh (Iembaran Negara Repubd
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamirahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 55g7)
sebagaipala telah beberapa kali diubah, terakhi;
dengan U:rdang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara RepuUtit Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 59, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4- O Tatrun 2Ol4 tentang
an (kmbaran Negara
un 2Ol4 Nomor 292,

Nomor 5601); 
Negara Republik tndqnssia
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5

Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO

ユ



Memperhatikan : l.

11. Peraturan Daerah Kota Bekad Nomor 07 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (tembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor O2 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Iembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2Ol9
Nomor 2 Seri D).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
O6O/U|2OO2 Tahun 2OO2 tentang Pedoman
Pendirian Sekol,ah;

Keputusarr Wali Kota Bekasi Nomor : 421.3/ll9.A-
Disdik/III/2OI9 tentang Pendirian Unit Sekolah
Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

Keputusan Wdi Kota Bekasi Nomor : O32/Kep.325-
BPKAD/Y /2O2O tentang Status Penggunaan
Barang Milik Daerah Kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kota Bekasi untuk Gedung Sekolah
Menengah Pertama Negeri dan Unit Sekolah Baru
Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kota Bekasi;

Berita Acara Rapat Koordinasi Penegerian USB SMP
di Kota Bekasi Nomor : 42L/456-Disdik.Pem.SMP
tanggal 25 Januai 2O2l;

Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Penegerian
Nomor : 421/457-Disdik.Pem.SMP tanggal 25
Januari 2O2l berdasarkan Surat Perintah Tug:rs
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor :
8OO/131-Disdik.Pem.SMP, Tanggal 12 Januari
202t.

UIIUTUSKAIT:
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4.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Penetapan Status Negeri pada Sekolah Menengah Pertama 55
Kota Bekasi.

Sekolah Menengah Pertana 55 Kota. Bekasi sssagairnana
dimaksud Dikhrm KESATU beralamat di Jl. peq'uangan
RT.02 RW.O9 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi
Utara Kota Bekasi.

Hal-hal yang belum cukup diatur dqlern l(gplltusan ini
sepanjang mengenai tekrris penyelenggaraan sekolah rriatur
lebih lanjut oleh Keputusan Kepala pln2s p6nfi.tikan l(6ta
Bekasi.

KBrIGA

3.



KEEMPAT

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil WaIi Kota Bekasi;
3. Sel<retaris Daerah Kota Bekasi;
4. lnspektur Daerah Kota Bekasi;
5.Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bckasi;
6.Kepala BPKAD Koね Bekasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaf ditetapkan dan
dilaksaneJ<an sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan scrta akan diadakan perubahan
apabila dipandang perlu.

Ditetapkan d Bekad
pada tangga1 17 Februari 2021


